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Hal : Surat terbuka mendukung Perpres                                                
 

Surat Terbuka  

Kepada Yth. 

Presiden Republik Indonesia 

Di 

Jakarta 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu. 

 

Yang Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya perkenankan kami 

menyampaikan terimakasih atas pehatian dan rencana Pemerintah untuk menyusun 

Perpres soal Pengemudi platform/online atau biasa disebut sebagai ‘ojol’ (dimana 

menjadi sebutan untuk ojek online, taksi online dan kurir online). Perkenankan kami 

memperkenalkan diri, kami adalah sebuah Perkumpulan/Asosiasi yang beranggotakan 

pengemudi online baik roda 2 maupun roda 4, yang telah terbentuk sejak bulan 

Oktober tahun 2016 dan tersebar di 18 Propinsi di Indonesia. 

Kami sangat mendukung penuh langkah Bapak untuk menciptakan landasan regulasi 

yang adil, transparan dan bekerlanjutan sebagai langkah yang baik dari Pemerintah 

bagi industri transportasi online yang saat ini merupakan tulang punggung ekonomi 

digital Indonesia. Namun perkenankan kami menyampaikan keresahan dan 

keprihatinan atas kondisi para pengemudi online yang selama ini belum mendapatkan 

respon yang memadai dalam regulasi yang mengatur keberlangsungan pengemudi 

berbasis aplikasi ini.  

Bapak Presiden yang terhormat, kami adalah pengemudi online/berbasis aplikasi yang 

dalam praktiknya memiliki posisi ganda. Di satu sisi, kami adalah pekerja karena 

tunduk pada aturan, algoritma dan penilaian kinerja dari Perusahaan 

Paltform/Aplikasi. Di sisi lain, kami adalah pelaku usaha mandiri karena kami 

menyediakan alat produksi utama, yaitu kendaraan beserta biaya operasionalnya 

(BBM, Service, Pajak dll), status hukum kami saat ini dalam kekaburan yang 

merugikan, bukan sebagai pekerja yang menikmati perlindungan hak ketenagakerjaan 

dan tidak sepenuhnya menjadi pelaku usaha yang memiliki kebebasan penuh atas 

penghasilan dan usaha yang kami lakukan. Ketidakjelasan ini menjadikan kami rentan 

akan ekspoitasi dan ketidakadilan. Kami mohon untuk dapat diakui secara hukum, 

misalnya kami usulkan sebagai Pekerja Digital/Mitra Mandiri yang juga mendapatkan 

perlindungan sosial yang seyogianya kami terima.  

mailto:dpp.ado@gmail.com


         

Kedua kami menyoroti ketidakwajaran tarif yang diberlakukan. Penetapan tarif yang 

di atur oleh algoritma milik perusahaan platform tanpa keterbukaan dan seringkali 

tidak layak, sehingga kami tidak dapat merencanakan kehidupan ekonomi keluarga 

dengan baik. Kami sangat membutuhkan pendapatan yang adil dan transparan, kami 

berhak memahami secara penuh bagaimana pendapatan dihitung dan dipotong atau 

dibagikan kepada perusahaan aplikasi, kami mengusulkan transparansi algoritma 

penetapan tarif, bonus dan potongan. 

Bapak Presiden yang kami hormati, selain itu kami juga memohon kepada Bapak untuk 

menetapkan status hukum Perusahaan aplikasi yang selama ini disebut ‘penyedia 

platform’ akan tetapi bisa menguasai dan berwenang menetapkan tarif, mengatur 

algoritma penugasan dan menentukan status kerja pengemudi? Ini menunjukan 

adanya hubungan kerja yang tersembunyi yang harus diatur secara legal agar tidak 

merugikan pengemudi online, jadi bukan sebuah perjanjian kemitraan yang semu 

semata, seperti selama ini.  

Juga yang tidak kalah penting Bapak Presiden, kami sama sekali tidak memiliki hak 

untuk berorganisasi atau berserikat yang tujuannya adalah dapat memberikan aspirasi 

secara kolektif dan hak untuk berunding secara setara dengan manajemen 

perusahaan platform, untuk itu sekiranya dapat di atur dengan jelas dalam sebuah 

regulasi. Dan bilamana diperkenankan, ingin kami usulkan untuk dapat membentuk 

sebuah lembaga independen khusus yang beranggotakan seluruh stakeholder 

ditambah akademisi untuk merancang, membentuk dan membangun ekonomi digital 

di Indonesia. 

Kami memohon dan berharap hal-hal di atas Bapak pertimbangkan dalam penyusunan 

dan pembuatan Perpres yang akan disahkan nanti, sebuah regulasi yang kuat, 

transparan dan adil, agar tercipta ekosistem kerja yang manusiawi dan berkelanjutan 

di era digital. Dengan demikian tentu Bapak Presiden tidak hanya melindungi nasib 

jutaan keluarga pengemudi online, tetapi juga membangun model ekonomi digital 

Indonesia yang berkeadilan dan bisa menjadi contoh bangsa yang mengutamakan 

kesejahteraan dan hak asasi manusia rakyatnya dalam segala aspek. 

Surat ini kami sampaikan dengan penuh hormat dan keyakinan bahwa Bapak Presiden 

akan menjadi harapan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sekali lagi terimakasih 

atas perhatian dan kepedulian Bapak Presiden. 

Hormat kami, 

Asosiasi Driver Online  

 

 

Taha Syafaril A, SH 

Ketua Umum 

 


